
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI I{ALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SEI-{TAN

NoMoR 74 /PL.o2.6-Kpt/63lProv llll l2O2r
TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SEI,ATAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS] KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanal<an Rrtusan Mahkamah Konstitusi

Nomor |24IPHP.GUB-XIX|2O2L yang dalam zun€r

putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan

batal Surat Keputusan Komisi Pemilihal Umum Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 734 /PL.O2.O6-
Kpt/63/Prov lxlll2O2O tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18

Desember 2O20, sepanjang mengenai perolehan suara

masing-masing pasangan calon di Kecarnatan Baljarmasin

Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatar Sa.mbung Malorur,

Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan

Mataraman, dal Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar),

dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang fKabupaten Tapin)

yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa T\rngkap,

TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS

18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti,

TPS l TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2

Padang Sari, TPS I dan TPS 3 Desa Mekarsari, serta pada

pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk
melal<ukan pemungutan su€rra ul€rng Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernr:r Provinsi Kalimantal Selatan Tahun

2O2O di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan

(Kota Banjarmasin), Kecarnatart Sambung Makmur,

Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamata-n Martapura, Kecamatan



Mataraman, dan Kecamatan Astambul fKabupaten Banjar),

dan di 24 TPS di Kecamatan Binuarrg fKabupaten Tapin)

yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa T\mgkap,

TPS T, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS T6, TPS

18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti,

TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2

Padang Sari, TPS I dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu

paling lama 60 (enam puluh) hari ke4a sejak putusan ini

diucapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturaa

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O2O, yarrg menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa r:ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1)

huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol8 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernr:r, Bupati dan Wakil

Eh:pati, dan/atau Wdi Kota dan Wakil Wati Kota,

sebagaimala telah diubah dengan Peratural Komisi

Pemilihan Umum Nomor l8 Tahun 2O2O, yang menyatalErn

bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca

putusan Malkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

menJrusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal

pela-ksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap

memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud

dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan



Mengingat

Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusal

Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Ka-limaltan Selatal Tahun 202O;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor lO
Tahun 1957 altara lain mengenai Pembentukal Daerah

Swantantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang- Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undalg-Undang Nomor 1 Tahul 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tamba-han

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peratr:ral Komisi Pemilihal Umum Nomor 8 Tahun 2O18

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihal Umum Nomor 8 Tahun 2O18 tentang

Pemungu.tan dan Penghitungan Suara Pemithan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dal/ atau



Memperhatikal

Menetapkan

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

27 6 I W.O2. t -SD / OG / KPU / tn / 2O2r tangal 26 Maret 2027

Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan

Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan

Selatan;

3. Surat Komisi Pernilihan Umum Republik Indonesia Nomor

250/PP.05-SD/oS|RPU lllll202l tanggal 26 Maret 2O2t

Perihal Pembentukan Badan Ad. Hoc Pemungutan/

Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2O20;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

SEH.TAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PEI{YELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN SEI.ATAN TAHUN 2020.

Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemungutal Suara Ulalg Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Selatan Tahun 202O sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berla-ku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkal di Baljarmasin
pada tanggal 29 Marct 2O2l

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
PROVIN SI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

KESATU

KEDUA

SE

U

Salinal sesuai dengan aslinya

SI KALIMANTAN SEI.{TAN

tr
o \

HU

B Hukum, Teknis dan Hupmas,
SARMUJI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wali Kota dan Wakil WaIi Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

1. hrtusarr Ma}kamah Konstitusi Nomor \24/PHP.GUB-

Xl){l202l yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2O21;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVIN SI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 74|PL.O2.6-Kpt l63lProv lltt /2027
TENTANG
TA}IAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELEN G GARAAN PEMUNGUTAN SUARA
UI.ANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DAI,AM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
SET.ATAN TAHUN 2O2O

JADWAL
KEGIATAN

AKHIR

1 PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUAR,q ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAI] KONSTITUSI
PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN IGPUTUSAN
PET{YELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTU SAI'I MAHKAMAH KONSTITUSI
a. Perencanaan Program dan AnqgarEn PSU 19 Maret 2 02.[ 30 April 2021
b PenJrusunan Keputusan teotang talapa!, program dan jadwal

Pemunzutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
19 Maret 2021 10 April 2021

2 PEI\.YLLL HAN/ SO SIALISASI / R-{XO R/ R{KER DENGAN
STAKEHOLDER TERKAIT SERTA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA I(PU
KAI}UPATEN/KMA, PPK. PPS DAN KPPS UNTUK PSU

19 Maret 2021 18 Juni 2021

3 PEMBENTUXAN PPK DAN I(PPS SERIA EVALUASI PPS, DAN MASA
KERJA PPK PPS DAN I{PPS UNTUI{ PSU
a- Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

t) Pehbentukan Baru PPK di Kecamatan yang menjadi wilayah
Pemungutan Suara Ulang berdasarkan futusan Mahksrnah
Konstitusi

6 .{pril 2021 29 Apil2O2l

2) Pembentukan/Pengaktifan kembs]i PPS di desa/kelurahan
yan8 menjadi wilayah Pemungutan Suara ljlarg berdasarkan
Putusan Mahl<amah Konstitusi

14 Ap.il 2021 29 Apil 2021

3) Pembentukan Baru NPPS di TPS yan8 menjadi wilayalr
Pemun8utan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahka.Eah
(onstitusi

25 Mei.2021

b. Masa keria PPK, PPS dan KPPS

I) PPK 29 Aptil 2o2r 29 Juiri 2021
2) PPS 29 Aptt 2021 29 Jnni 2021
3] KPPS 25 Mei 2021 25 Juni 20?1

4 PENCERMAT,LN DAFTAR PEMILIH DAI.AM DPT, DPTb, DAN DPPh
UNTUK PSU

29 Maret 2021 6 Juni 2021

5. PEI,IYULUHAN / SOSIAUSASI/RAKOR/RAKER DENGAN
STAKEHOLDER TERKAIT SERTA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA I{PU
KABUPATEN/XOTA, PPK. PPS DAN I(PPS UNTUK PSU

3 April 2021

6 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengedasn dsn pendistribusian perlengkapan pemungutan
suara ulanq pasca PutusEn Mahl<amal Xonstitusi

Proses Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pehungutan suara ulalg pasca Putusan Mahkamah
Konsdtusi

9 Juni 2021

Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
suara ulang pasca Putusan Mab-kamah Kodsdtusi

26 Apri]202l 27 \let 2O2l

b. Pemungutan SuaJa
Penyampaian formulir Model c. Pemberitaluan Ulang-I(wK
kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPI, DPPh dan yang
tercatat dalanr DPfb uttuk TPS yanR bersanAkutan

r Juli 2021 8 Juni 2021

2) Pe@ungutan dan penghitrmgan suara u.lang pasca hrtusan
Ma}lkamah Konstitusi di TPS

9 Juni 202I I Juni 2021

3) Pengumuman hasil pen8hifungan suara ulang pasca
Puhrsan Mahkamah Konstitusi di TPS

I Juni 2021 I5 Juni 2021

4) Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca
Punrsan Mahkamah Konstitusi di TPS

9 Juni 2O21 I5 Juni 2021

5l Pengumuman hasil penghitungan suara ulang TPS pasca 9 Junr 2021 I5 Juhi 2021

NO

3 Mei 2021

24 J]jni 2021

I Aprn 2O2l



Putusan Mahkaaah Konstitusi melalui laEan KPU oleh KPU
Kabupaten / Kota

5) Penyampaian hasil p€nghitungan suara ulang pasca
Putusan MahkaEal Konstitusi dari I(PPS kepada PPS di
TPS

9 Juni 2021 I Juni 202r

fl Pengumuman hasil penghitungan suara ulan8 pasca
Putusan Mahkarnal Konstitusi per TPS oleh PPS di
desa / kelurahan

9 Juni 2021 15 Juni 2021

7 PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTMUSI
a Penyampaiar hasil penghitungan suara pasca Putusarl

Mal&aoa} Konstitusi di TPS oleh PPS kepada PPK
9 Juni 2021 I I Juhi 2021

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan
Mahksma}l Konstitusi tingkat kecamatan oleh PPK

l0 Juni 2021 14 Juni 2021

Pengurr.lman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan
pengumuman di kantor PPK dan Eelalui laEan KPU oleh KPU
Ihbupaten / Kota

10 Jur[ 2021 20 Juni 2021

d. PenyarBpaian rekapitulasi hasil penghihlngan suara di tingkat
kecamatan kepada I@U Ihbupaten/Kota

10 Juni 202.i 16 JLrnt 2O2l

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca
Putusan Mahkahah Konstitusi tinpkat kabupaten/kota

1 1 Juni 2021 l7 Juni 2021

I. Pengumuhan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasca
Putusad Mahkarnah Konstitusi tingkat kabupaten/kota mehlui
laman KPU Kabupaten/Xota oleh NPU Kabupaten/Kota

I1 Juni 2021 23 Jlrni 2021

g. Penyampaian rekapitulasi hasil pen8hitungan suara pasca
Plrtusan Mahkamah Konstitusi tingkat kabupaten/kota kepada
XPU Provinsi

12 Jrrd 2021 19 Junr 2021

h. Rekapitulasi dah penetapan hasil penghitungan suara pasca
Putusan Mahkamah Ko[stitusi tingkat provinsi

l6 Juni 2021 20 Juni 2021

i. PenguEuman hasil Rekapitulasi tingkat proviirsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemu, hasil penghitungan
suara pasca Putusan Malkamah Konstitusi pada tempat
penguJEuEa.n di KPU Provinsi dan melalui laman KPU Provinsi
oleh KPU Provinsi

l6 Juni 2021 26 Juni 2021

8 PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUAR{
ULANG KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KPU

16 Juni 2021 23 Juni 2021

9 Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan
ma}llarneh konstitusi

Paling lema 5 (lima) Hari setelah salinan
Flenetapan, putusan drsmisal atau putusan

putusan Mahkamah Konstitusi diterirna oleh
KPU

PENGUSUI.{N PENGESA}TAN PANG,qNGKATAN CALON
GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR TERPIL1H
a, Tidal< ada peimohonan PHP Paling la-Ela 3 (tiga) Hari setelah peoetapan

pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud
dalam angka 9

b. Ada Permohonan PHP Paling larna 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih pasca putusan

Mabkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
dala.m arska 9

1I EVAIUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN
a Tidak ada permohonan PHP Paling larEa 2 (dua) bulan setelol pengusulan

pengesahan p engangkatan pasangan calon
terpilih sebsgaimane dimsksud delE& angka 10

huruf a
b- -{da Permohonan PHP Pa.ling lama 2 (dua) bulen setelal pengusulan

pengcsahan pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10

huruf b

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SELATAN

Ditetapkal di Banjarmasin
pada tangga-l 29 Malet 2027

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SEI-ATAN,

trd.

te
o

Hukum, Teknis dan Hupma SARMUJI

10.

Iv{SEKRETARIAT


